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ABSTRAK

Studi ini membahas perdebatan seputar dampak desentralisasi fiskal terhadap
manajemen ekonomi makro, khususnya pengaruhnya terhadap pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat dari 2014-2023. Penelitian
ini bertujuan untuk memahami bagaimana desentralisasi fiskal secara langsung dan
tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Menggunakan metodologi kuantitatif dengan Structural Equation
Modeling (SEM) dan analisis jalur, penelitian ini memanfaatkan data panel dari 27
Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hasil menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal
berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat, dengan pertumbuhan ekonomi bertindak sebagai mediator parsial yang
menjelaskan 84,6% dari total efek. Ini menyoroti peran penting pertumbuhan
ekonomi dalam menerjemahkan desentralisasi fiskal menjadi peningkatan

kesejahteraan.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan

Masyarakat, Structural Equation Modeling, Analisis Jalur.
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ABSTRACT

This study discusses the debate surrounding the impact of fiscal decentralization on
macroeconomic management, particularly its influence on economic growth and
community welfare in West Java from 2014 to 2023. This research aims to
understand how fiscal decentralization directly and indirectly affects economic
growth and community welfare. Using quantitative methodology with Structural
Equation Modeling (SEM) and path analysis, this study utilizes panel data from 27
districts/cities in West Java. The results show that fiscal decentralization has a
positive and significant impact on economic growth and community welfare, with
economic growth acting as a partial mediator that explains 84.6% of the total effect.
This highlights the important role of economic growth in translating fiscal

decentralization into improved welfare.

Keywords: Fiscal Decentralization, Economic Growth, Community Welfare,

Structural Equation Modeling, Path Analysis.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu karakteristik desentralisasi fiskal multidimensi telah menimbulkan
banyak perdebatan mengenai isu-isu manajemen makroekonomi yang membahas
desentralisasi. Isu utama yang diyakini oleh beberapa ekonom adalah bahwa
pengaruh desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan keadilan, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Ekonom lain berpendapat bahwa desentralisasi fiscal
dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan,
meskipun dalam prosesnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi
(Simanjuntak, 2015a). Langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat melalui desentralisasi fiskal telah menarik perhatian
banyak ahli. (Oates, 1999a) dalam (Hardiana dkk., 2020) Banyak bidang ilmu
pengetahuan seperti ilmu politik, geografi, administrasi, dan ekonomi membahas
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada
argumen bahwa pemerintah pusat dianggap lebih baik dalam menyerahkan
wewenang dan tugas kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah dapat
membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (Psycharis dkk.,

2016) dalam (Christia & Ispriyarso, 2019).

Desentralisasi fiskal adalah proses pemindahan wewenang fiskal dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Fokus utama desentralisasi fiskal adalah



pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan fiskal pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan agenda reformasi
dengan memberikan otonomi seluas mungkin kepada pemerintah daerah untuk
pertama kalinya pada tahun 1999, dua undang-undang disahkan, yaitu Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999)
dan Undang-Undang tentang Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999). Desentralisasi
fiskal secara resmi dimulai pada 1 Januari 2001. Hingga saat ini, kedua peraturan
tersebut telah direvisi dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kebijakan keseimbangan keuangan bertujuan untuk: (1) memberdayakan dan
meningkatkan kapasitas ekonomi daerah; (2) menciptakan sistem keuangan daerah
yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabel; dan (3)
menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang
mencerminkan kewenangan masing-masing dan tanggung jawab yang jelas antara
pemerintah pusat dan daerah (Sandjaja dkk., 2020). Tanggung jawab keuangan
berada di inti desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal melibatkan dua peran:
tanggung jawab pemerintah pusat sebagai pihak yang memberikan otonomi dan
tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pihak yang menerima otonomi.
Pelaksanaan desentralisasi terkait dengan transfer, distribusi, atau pembagian fungsi
dan wewenang. Oleh karena itu, dukungan pendanaan yang memadai diperlukan

melalui kebijakan desentralisasi fiskal (E. A. Wibowo & Oktivalerina, 2022).



Namun, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia awalnya bertujuan
untuk menciptakan kemandirian regional. Desentralisasi fiskal sangat bermanfaat
untuk meningkatkan kapasitas ekonomi suatu daerah, yang pada gilirannya dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, daerah diberikan
wewenang di semua bidang, kecuali kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan,
keadilan, moneter, fiskal, dan urusan agama. Sumber pendanaan mengikuti
otorisasi dalam bentuk transfer basis pajak dan penyediaan bantuan keuangan

melalui mekanisme transfer ke daerah (Sandjaja dkk., 2020).

Transfer dana ke daerah, yang umumnya disebut Dana Balancing (transfer
antar pemerintah), dibagi menjadi tiga kategori: dana alokasi umum (DAU), dana
alokasi khusus (DAK), dan dana pembagian pendapatan (DBH). DAU adalah
transfer dana kepada pemerintah daerah, yang berarti pemerintah daerah memiliki
fleksibilitas untuk mengalokasikan dana tersebut. Secara umum, daerah yang lebih
sejahtera (dengan pendapatan pemerintah daerah yang lebih tinggi) menerima DAU
yang relatif lebih kecil dibandingkan daerah yang lebih miskin (dengan pendapatan
pemerintah daerah yang lebih rendah). DAK bertujuan untuk menyamakan
kapasitas fiskal antar daerah guna membiayai kebutuhan masing-masing. Dana-
dana ini disediakan untuk kegiatan-kegiatan spesifik yang menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah dan sejalan dengan prioritas nasional untuk sektor-sektor
perikanan dan kelautan, pertanian, keluarga berencana, kehutanan, infrastruktur di
daerah-daerah tertinggal, fasilitas perdagangan, energi pedesaan, perumahan dan

pemukiman, serta keselamatan transportasi jalan. Sementara itu, DBH bersumber



dari pendapatan anggaran negara berdasarkan persentase objek pajak untuk

membiayai kebutuhan masing-masing daerah (Sandjaja dkk., 2020).

Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran mereka
sendiri menggunakan pendapatan sendiri dikenal sebagai otonomi fiskal (Hong Vo
dkk., 2021). Semakin besar jumlah pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk
membiayai pengeluaran daerah, semakin otonom wilayah tersebut. Jika proporsi
PAD terhadap pengeluaran kecil, maka wilayah tersebut dianggap secara finansial
bergantung. Proporsi PAD terhadap total pengeluaran regional menunjukkan
seberapa mandiri suatu wilayah. Daerah dengan PAD rendah akan menerima
bantuan dari pemerintah pusat melalui dana transfer (Kharisma dkk., 2020).
Gambar di bawah ini menunjukkan rata-rata proporsi PAD terhadap total

pendapatan daerah per provinsi di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2022.

Gambar 1.1 Rata-rata Proporsi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah 34
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Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2011-2022 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, terdapat delapan provinsi dengan proporsi
PAD di atas 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di
Indonesia masih bergantung pada transfer pemerintah pusat untuk membiayai
kegiatan mereka. Mengacu pada Gambar 1 di atas, Provinsi Jawa Barat merupakan
salah satu provinsi dengan proporsi PAD rata-rata di atas 50%, menunjukkan bahwa

Jawa Barat secara finansial mampu membiayai administrasi pemerintah daerah.

Tabel 1.1 Proyeksi Penduduk

Provinsi 2010 2015 2020 2025 2030 2035

DKl Jakarta 9640.40 10177.90 10645.00 11034.00 11310.00 11459.60
Jawa Barat 43227.10 46709.60 49935.70 52785.70  55193.80 57137.30
Jawa Tengah 10688.60 11955.20 13160.50 14249.00 15201.80 16033.10
DI Yogyakarta 3244390 33774.10 34940.10 35958.60 36751.70 37219.40
Jawa Timur 3467.50 3679.20 3882.30 4064.60 4220.20 4348.50
Banten 37565.80 38847.60 39886.30 40646.10 41077.30 41127.70

Pulau Jawa 137033.30 145143.60 152449.90 158738.00 163754.80 167325.60

Sumber.: Badan Pusat statistik (diolah)

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan populasi terbesar yang
terus meningkat sesuai dengan rata-rata proyeksi nasional sebesar 6,31% setiap 5
tahunnya. Karena pertumbuhannya, provinsi ini menjadi lahan uji coba yang krusial
untuk memahami bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi kinerja ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan layanan publik menjadi semakin
kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi. Oleh karena itu, keberhasilan
pembangunan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola
dana desentralisasi. Antara tahun 2014 dan 2023, Jawa Barat akan mengalami

dinamika pertumbuhan ekonomi yang harus diimbangi dengan penyediaan



infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan cukup peluang kerja untuk
penduduknya yang terus bertambah. Untuk menentukan sejauh mana distribusi dan
penggunaan anggaran daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah padat penduduk dan dinamis

ini, sangat penting untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal di provinsi ini.

Di sisi pendapatan, anggaran daerah telah secara signifikan didukung oleh
transfer fiskal. Namun, hal ini tidak seharusnya menghentikan pemerintah daerah
untuk mencari sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan dari sumber daya
mereka sendiri. Meskipun demikian, perlu diperhatikan untuk menghindari
pemungutan pajak pemerintah daerah yang berlebihan karena dapat menghambat
investasi dan bisnis di daerah. Di sisi pengeluaran, peningkatan simpanan
pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengeluaran daerah tidak mencukupi. Hal
ini dapat mengganggu pelayanan publik dan mengganggu kebijakan fiskal Pusat.
Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk
merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan proyek dapat menjadi salah
satu cara dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja daerah. Desentralisasi
fiskal di Indonesia masih menjadi tantangan hingga saat ini, dengan mayoritas
Kabupaten/Kota masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan

daerah (Hong Vo dkk., 2019).

Tabel 1.2 Kelompok Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Rasio PAD

terhadap Total Penerimaan Daerah Tahun 2014-2022

Kelompok

Rasio PAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022




terhadap
Penerimaan

(%0)

10.0 3 4 3 2 4 3 3 1
10.0-19.9 14 13 14 9 13 14 14 15 12
20.0-30.0 5 3 4 8 3 4 4 5 6

>30.0 5 7 6 8 7 6 6 7 8
27 27 27 27 27 27 27 27 27
Sumber: Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jawa Barat, 2014-2022 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat
kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih relatif rendah. Jumlah
kabupaten/kota dengan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah kurang dari
10% telah berkurang dari tahun 2014 hingga 2022. Penurunan ini disebabkan oleh
meningkatnya sumber pendapatan pemerintah daerah. Rasio PAD terhadap total
pendapatan pemerintah daerah dengan rata-rata tertinggi, yaitu 10,00—19,99%,
mencapai 47,99%. Dengan kata lain, rasio PAD yang tinggi terhadap total
pendapatan pemerintah daerah di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Barat menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki wewenang yang
signifikan dalam mengelola keuangan mereka. Sebaliknya, jika rasio otonomi
rendah, wilayah tersebut tetap sangat bergantung pada transfer dari pemerintah

pusat untuk membiayai aktivitasnya.

Untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran publik, desentralisasi fiskal
dapat bermanfaat. Hipotesis ini menyarankan bahwa penyediaan barang lokal dapat
lebih efisien. Ada banyak penelitian empiris yang mendukung argumen bahwa
desentralisasi fiskal diperlukan, terutama untuk meningkatkan efisiensi alokasi

sumber daya publik. Implementasi desentralisasi fiskal dapat meningkatkan



pendapatan dan efisiensi sektor publik, mengurangi defisit anggaran, dan
mendorong pertumbuhan ekonomi (Oates, 1993; Shapiro & Oates, 1972) dalam
(Alm & Banzhaf, 2012). (Zhang & Zou, 1998) dalam (Buser, 2011) menyatakan
bahwa desentralisasi pengeluaran dan pendapatan adalah cara untuk meningkatkan
efisiensi sektor publik, mengurangi defisit anggaran, dan mendorong pertumbuhan
ekonomi. Hal ini karena pemerintah daerah akan menyediakan layanan publik
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi ekonomi, yang pada

gilirannya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Data menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Provinsi Jawa Barat pada
kuartal ketiga tahun 2023 mencapai Rp80,97 triliun, naik 31,56% dibandingkan
periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai
Rp80,08 triliun, naik 42,57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Meskipun terjadi peningkatan pendapatan dan belanja, surplus anggaran mencapai
Rp882,96 miliar, turun 83,57% dibandingkan dengan kuartal ketiga 2022. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan telah ditingkatkan, efisiensi
dan efektivitas belanja daerah masih perlu ditingkatkan. Selain itu, analisis dana
penyeimbang dan pendapatan asli daecrah (PAD) menunjukkan bahwa kabupaten
dan kota di Jawa Barat menerima lebih banyak dana penyeimbang, meningkat dari
Rpl11,05 triliun pada 2004 menjadi Rp26,62 triliun pada 2008. Namun,
pertumbuhan PAD lebih lambat dibandingkan dana penyeimbang, menunjukkan
bahwa PAD sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Situasi ini
menyoroti pentingnya meningkatkan otonomi fiskal dengan mengoptimalkan

sumber pendapatan daerah (Rizqi dkk., 2024).



Selain itu, untuk menerapkan desentralisasi fiskal, diperlukan peraturan yang
jelas dan konsisten. Peraturan yang mengatur hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat memenuhi kebutuhan lokal
sambil mempertahankan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel. Selain itu, untuk mencegah tumpang tindih dan ketidakkonsistenan
kebijakan, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
penyusunan dan implementasi kebijakan fiskal harus terus ditingkatkan (Sasana,
2011). Untuk menerapkan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Barat, yang
memiliki demografi dan geografi yang beragam, diperlukan pendekatan yang
adaptif dan kontekstual. Untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas lokal,
pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi peluang dan masalah spesifik di
wilayah masing-masing. Mereka juga harus mampu merumuskan kebijakan fiskal
yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Pengembangan sektor ekonomi
baru, peningkatan layanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan merupakan bagian dari hal ini (P. P. Hasan, 2014).

Secara keseluruhan, desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Barat telah
membawa banyak perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan
publik (Sihombing dkk., 2024). Namun, masih banyak masalah yang perlu diatasi
dan ditingkatkan, seperti ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat,
kapasitas pengelolaan keuangan yang belum optimal, dan kurangnya otonomi
fiskal. Dengan komitmen dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat menjadi lebih efisien

dan memberikan manfaat bagi lebih banyak orang di Jawa Barat.



Tabel 1.3 Kelompok Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Rasio

PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Tahun 2015-2022

Belanja

Tahun DAU (Miliar) Daerah Pertumbphan IPM
. Ekonomi (%)

(Miliar)
2015 49,000 60,000 5.1 69.0
2016 50,500 62,000 5.0 69.8
2017 52,000 65,000 5.3 70.4
2018 54,000 69,000 54 71.2
2019 56,000 72,000 5.1 71.9
2020 58,000 75,000 -2.0 72.2
2021 61,000 80,000 3.4 72.8
2022 64,000 85,000 .2 73.5

Sumber: Direktorak Jendgﬂdﬁe;imbangc% Keuangan; Statistik Keuangan
Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat; Badan Pusat

Statistik Provinsi Jawa Barat, 2015-2022 (diolah)

Selama periode pengamatan, DAU Provinsi Jawa Barat mengalami
peningkatan secara konsisten. Naik dari 49 triliun rupiah pada 2015 menjadi 64
triliun rupiah pada 2022. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat
untuk mendukung kapasitas fiskal daerah melalui transfer dana yang semakin besar.
Studi yang dilakukan (I. G. Siregar, 2022) menunjukkan bahwa DAU berdampak
signifikan terhadap belanja modal di Jawa Barat. Hal ini menyoroti efektivitas
sistem transfer fiskal dalam mendorong pembangunan infrastruktur daerah.
Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan administrasi dan pembangunan.
Peningkatan DAU yang konsisten sejalan dengan kebijakan desentralisasi fiskal.
Data menunjukkan bahwa DAU tumbuh rata-rata 4,2% per tahun, dengan kenaikan

tertinggi sebesar 5,2% pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini kemungkinan merupakan
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respon pemerintah pusat terhadap dampak ekonomi pandemi COVID-19, dan
kestabilan pertumbuhan ini sangat krusial bagi keberlanjutan program
pembangunan daerah. Hal ini karena DAU merupakan sumber pendanaan utama

bagi pemerintah daerah.

Belanja daerah Provinsi Jawa Barat meningkat secara signifikan
dibandingkan DAU dari 60 triliun rupiah pada 2015 menjadi 85 triliun rupiah pada
2022, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 5,1%. Peningkatan ini menunjukkan
ekspansi aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang semakin intensif di tingkat
provinsi. Menurut dokumen perubahan APBD Jawa Barat 2022, total belanja
daerah mencapai 34,09 triliun rupiah setelah perubahan, termasuk belanja operasi,
modal, dan transfer (Barat, 2022). Dalam temuan lebih lanjut, struktur belanja
daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017-2018 dan 2021-
2022, dengan pertumbuhan masing-masing 6,1% dan 6,3%. Pola ini menunjukkan
siklus investasi yang kuat selama periode tertentu, mungkin karena pelaksanaan
program pembangunan strategis atau penanganan kebutuhan pembangunan yang
mendesak. Kapasitas belanja pemerintah daerah terutama dipengaruhi oleh transfer
fiskal dari pusat, seperti yang ditunjukkan oleh korelasi yang kuat antara DAU dan

belanja daerah, yang memiliki koefisien korelasi 0,99.

Perekonomian Jawa Barat tumbuh dalam pola yang bergejolak dan beragam
antara tahun 2015-2022. Sebelum pandemi (2015-2019), pertumbuhan ekonomi
berkisar antara 5,0% hingga 5,4%, dengan rata-rata 5,2%. Namun, guncangan
ekonomi global akibat pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi berkontraksi

sebesar -2,0% pada tahun 2020, sebelum pulih pada tahun 2021 dengan
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pertumbuhan sebesar 3,4% dan menguat kembali menjadi 5,2% pada tahun 2022.
Dari hasil penelitian yang dilakukan (Cindriyanti dkk., 2025; 1. G. Siregar, 2022),
pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap belanja modal di
Jawa Barat. Temuan yang berbeda ini disebabkan oleh perbedaan metodologi dan
periode analisis yang digunakan. Belanja daerah menunjukkan tren kenaikan yang
konsisten meskipun pertumbuhan ekonomi bergejolak, menunjukkan bahwa
komponen lain seperti DAU, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap

kapasitas belanja daerah.

Antara tahun 2015 dan 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa
Barat menunjukkan peningkatan yang sangat konsisten, meningkat dari 69,0
menjadi 73,5 dengan peningkatan rata-rata 0,64 poin per tahun. Mengingat
volatilitas ekonomi yang terjadi selama periode tersebut, termasuk dampak
pandemi COVID-19, konsistensi peningkatan ini sangat mengesankan. Bahkan
ketika ekonomi mengalami kontraksi pada tahun 2020, IPM tetap meningkat dari
71,9 menjadi 72,2, menunjukkan bahwa investasi dalam pembangunan manusia
tetap berkelanjutan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Alokasi belanja
daerah yang konsisten untuk sektor-sektor yang berkontribusi langsung terhadap
pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,
kemungkinan besar akan mendukung peningkatan IPM yang konsisten. Investasi
berkelanjutan dalam sektor-sektor ini sangat penting untuk mencapai peningkatan

IPM yang konsisten.
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B. Rumusan Masalah

. Apakah desentralisasi fiskal berdampak langsung pada pertumbuhan

ekonomi?

. Apakah pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan

masyarakat?

. Apakah desentralisasi fiskal berdampak langsung pada kesejahteraan

masyarakat?
Apakah desentralisasi fiskal berdampak tidak langsung terhadap

kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berikut ini diturunkan dari permasalahan-permasalahan

yang telah dijelaskan di atas:

1.

Menyadari bagaimana desentralisasi fiskal secara langsung mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi

Menyadari ~ bagaimana pertumbuhan ekonomi secara langsung
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat

Menyadari bagaimana desentralisasi fiskal secara langsung mempengaruhi
kesejahteraan masyarakat

Memahami bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi kesejahteraan

masyarakat secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi
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D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah keuntungan yang diantisipasi dari melakukan penelitian
ini, sebagaimana ditentukan oleh rumusan masalah dan tujuan penelitian yang

dinyatakan:

1. Manfaat Akademik

Keuntungan yang diantisipasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat
menjadi sumber dan acuan bagi para sarjana yang melakukan penelitian untuk
meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana desentralisasi fiskal

mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Pada kenyataannya, keuntungan yang diantisipasi yang diperoleh dari
penelitian ini dapat memberikan data yang tepat mengenai dampak
desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan dan kemajuan ekonomi, yang dapat

membantu dalam menilai kembali pengelolaan keuangan daerah yang lebih

efektif.

E. Sistematika Pembahasan

Lima bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, masing-masing dengan

pembahasan metodis:

1. Tinjauan komprehensif tentang tantangan seputar desentralisasi fiskal dan

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan diberikan dalam Bab 1, yang
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dipecah menjadi empat sub-bab: latar belakang, rumusan masalah, tujuan
dan keuntungan studi, dan diskusi sistematis.

Tiga sub-bab-landasan teoretis, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan
pengembangan hipotesis-membentuk Bab 2, yang memberikan landasan
teoretis. Landasan teoretis terdiri dari landasan teoretis yang menjadi dasar
penyelidikan berbagai karya sastra. Pembahasan penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan isu-isu penelitian ini dimasukkan dalam tinjauan pustaka.
Pola hubungan metodis antar variabel hadir dalam kerangka berpikir.
Deskripsi hubungan langsung atau tidak langsung antara variabel termasuk
dalam konstruksi hipotesis.

desain studi, definisi operasional variabel studi, populasi dan sampel, data
dan sumber data, serta proses analisis data merupakan tiga sub-bab yang
membentuk Bab 3, yang mencakup metodologi penelitian.

Pembahasan tentang temuan analisis dan penjelasan dari setiap hasil tes
yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam Bab 4.

Hasilnya dirangkum dalam Bab 5. Ini juga berbicara tentang kekurangan

penelitian dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa
Barat tahun 2014-2023, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki
peran yang sangat strategis dan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui dua jalur utama, yaitu jalur langsung dan jalur tidak langsung
melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini berhasil membuktikan keempat
hipotesis yang diajukan dengan menggunakan pendekatan Structural Equation
Modeling (SEM) yang menganalisis data panel dari 27 kabupaten/kota di Jawa

Barat selama periode sepuluh tahun.

Temuan pertama menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh
positif dan kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien jalur sebesar
0.676 (p < 0.001). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat
desentralisasi fiskal, yang diukur melalui rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap total pendapatan daerah, rasio Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total
pendapatan, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan derajat desentralisasi
fiskal, secara konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mekanisme
pengaruh ini terjadi melalui peningkatan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih
responsif terhadap kebutuhan lokal, investasi infrastruktur produktif yang

mendukung aktivitas ekonomi, dan penciptaan insentif fiskal yang mendorong
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inovasi dan produktivitas daerah. Temuan ini mengkonfirmasi teori desentralisasi
fiskal yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih
baik tentang preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga dapat

mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dibandingkan pemerintah pusat.

Temuan kedua membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh
positif dan sangat kuat terhadap kesejahteraan masyarakat dengan koefisien jalur
sebesar 0.845 (p < 0.001). Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB per
kapita, tingkat pertumbuhan PDRB, tingkat pengangguran terbuka, dan investasi
per kapita, terbukti menjadi determinan yang paling kuat dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, Gini ratio, dan angka harapan hidup. Besarnya
koefisien ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
inklusif merupakan kunci utama dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Mekanisme pengaruh ini bekerja melalui peningkatan pendapatan
masyarakat yang berdampak pada daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar,
penciptaan lapangan kerja yang mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta
peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program-

program kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal juga berpengaruh
positif secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dengan koefisien jalur
sebesar 0.105 (p < 0.001), meskipun dengan magnitude yang lebih kecil
dibandingkan pengaruh tidak langsungnya melalui pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh langsung ini terjadi melalui perbaikan kualitas layanan publik yang lebih
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responsif terhadap kebutuhan lokal, peningkatan akuntabilitas dan transparansi
pemerintah daerah (good governance), serta program-program kesejahteraan yang
lebih tepat sasaran karena dirancang berdasarkan pemahaman yang lebih baik
tentang kondisi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya
bekerja melalui mekanisme ekonomi (pertumbuhan ekonomi), tetapi juga melalui
mekanisme non-ekonomi yang berdampak langsung pada kualitas hidup

masyarakat.

Temuan keempat dan yang paling penting adalah bahwa pertumbuhan
ekonomi memediasi sebesar 84.6% dari pengaruh total desentralisasi fiskal
terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan jenis mediasi parsial. Dari total
pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0.676,
sebesar 0.571 (84.6%) merupakan pengaruh tidak langsung melalui pertumbuhan
ekonomi, sementara 0.105 (15.4%) merupakan pengaruh langsung. Temuan ini
mengkonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan mekanisme utama
(namun bukan satu-satunya) yang menghubungkan desentralisasi fiskal dengan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan desentralisasi
fiskal yang tidak hanya fokus pada aspek administratif dan politis, tetapi juga pada
aspek ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebagai jembatan

menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif metodologis, penelitian ini menghasilkan model yang sangat
robust dengan kualitas data yang memenuhi persyaratan analisis SEM, model
pengukuran yang menunjukkan validitas dan reliabilitas yang sangat baik (semua

indikator memiliki factor loading > 0.50, construct reliability > 0.85), dan model
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struktural dengan goodness of fit yang baik hingga sangat baik (y2?/df = 3.232,
RMSEA =0.091, CFI = 0.953). Hal ini memberikan keyakinan yang tinggi terhadap
validitas temuan penelitian dan generalisabilitasnya untuk konteks kabupaten/kota

di Jawa Barat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris yang kuat
bahwa desentralisasi fiskal merupakan instrumen kebijakan yang efektif untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat, terutama melalui
perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini konsisten
dengan teori desentralisasi fiskal, teori pertumbuhan ekonomi endogen, dan teori
pembangunan manusia, serta sejalan dengan literatur empiris di Indonesia dan
negara-negara berkembang lainnya. Oleh karena itu, penguatan implementasi
desentralisasi fiskal dengan fokus pada peningkatan kemandirian fiskal daerah,
optimalisasi belanja produktif, dan perbaikan kualitas layanan publik merupakan
strategi yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

dan kesejahteraan masyarakat yang inklusif di Jawa Barat.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang
dapat direkomendasikan untuk penerapan praktis maupun pengembangan
penelitian selanjutnya. Saran-saran ini ditujukan kepada berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dan

peneliti.

1. Saran Untuk Pemerintah Daerah
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Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mengingat PAD merupakan indikator utama desentralisasi fiskal yang terbukti
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah
disarankan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi
daerah, mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru yang potensial,
memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dengan memanfaatkan
teknologi informasi, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi
dan penegakan hukum yang konsisten. Namun, upaya peningkatan PAD harus
dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak memberatkan

masyarakat, serta diarahkan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Kedua, optimalisasi alokasi belanja modal untuk infrastruktur produktif
harus menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini
menunjukkan bahwa rasio belanja modal merupakan salah satu indikator kunci
desentralisasi fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,
pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan proporsi belanja modal
dalam struktur APBD, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang
berdampak langsung pada produktivitas ekonomi seperti jalan, jembatan,
irigasi, dan fasilitas pendukung usaha. Selain itu, perencanaan belanja modal
harus berbasis pada analisis kebutuhan yang komprehensif dan cost-benefit
analysis yang cermat, serta memastikan kualitas pelaksanaan proyek melalui
pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah juga

perlu mengembangkan skema pembiayaan inovatif seperti Public-Private
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Partnership (PPP) untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan

efisiensi pembangunan infrastruktur.

Ketiga, penciptaan iklim investasi yang kondusif harus menjadi agenda
utama pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa investasi per kapita merupakan salah satu
indikator pertumbuhan ekonomi yang paling berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah disarankan untuk
menyederhanakan regulasi dan prosedur perizinan investasi melalui sistem
online single submission (OSS), menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal
yang menarik bagi investor, mengembangkan kawasan ekonomi khusus dan
kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur memadai, serta
meningkatkan promosi potensi investasi daerah secara proaktif. Penting juga
untuk memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan dampak positif
bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi,

dan keterkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keempat, perbaikan kualitas layanan publik, terutama di bidang
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, harus diprioritaskan untuk
memaksimalkan dampak langsung desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan
masyarakat. Meskipun pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap
kesejahteraan lebih kecil dibandingkan pengaruh tidak langsungnya melalui
pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik tetap sangat
penting karena berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk
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pendidikan dan kesehatan sesuai dengan amanat peraturan perundang-
undangan, memperbaiki kualitas dan distribusi fasilitas pendidikan dan
kesehatan terutama di daerah terpencil dan tertinggal, meningkatkan
kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan insentif
yang memadai, serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang

efektif untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan.

Kelima, pendekatan diferensiasi kebijakan diperlukan untuk
mengakomodasi heterogenitas kapasitas fiskal dan tingkat pembangunan antar
kabupaten/kota di Jawa Barat. Penelitian ini melibatkan 27 kabupaten/kota
dengan karakteristik yang sangat beragam, mulai dari daerah perkotaan yang
maju seperti Kota Bandung dan Kota Bekasi hingga daerah kabupaten yang
masih tertinggal. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat disarankan
untuk mengembangkan tipologi daerah berdasarkan kapasitas fiskal dan tingkat
pembangunan, merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan
karakteristik masing-masing tipologi, memberikan dukungan khusus (technical
assistance dan fiscal assistance) kepada daerah dengan kapasitas fiskal rendah,
serta mendorong kerjasama antar daerah untuk mengatasi kesenjangan dan

memanfaatkan ekonomi aglomerasi.

2. Saran Untuk Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat disarankan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan
formula Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar

lebih mendorong kemandirian fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi yang
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inklusif. Meskipun DAU terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi, terdapat kekhawatiran bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi pada
transfer pusat dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan PAD. Oleh
karena itu, formula DAU perlu dirancang dengan mekanisme reward and
punishment yang mendorong daerah untuk meningkatkan kinerja fiskal dan
pembangunan. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperkuat kapasitas
pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sistem informasi yang
terintegrasi. Pengawasan terhadap penggunaan dana transfer juga perlu

diperkuat untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan.

3. Saran Untuk Penelitian selanjutnya

Dari perspektif akademis, penelitian ini membuka beberapa peluang
untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian mendatang
dapat memperluas cakupan geografis ke provinsi-provinsi lain di Indonesia atau
melakukan studi komparatif antar provinsi untuk mengidentifikasi pola-pola
yang konsisten dan variasi kontekstual. Kedua, penelitian dapat
memperpanjang periode observasi atau menggunakan data yang lebih terkini
untuk menangkap dinamika jangka panjang dan dampak kebijakan-kebijakan
baru dalam desentralisasi fiskal. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi
variabel moderator atau mediator tambahan yang dapat memperkaya
pemahaman tentang mekanisme pengaruh desentralisasi fiskal terhadap
kesejahteraan, seperti kualitas governance, kapasitas institusional, partisipasi

masyarakat, atau faktor geografis dan demografis. Keempat, penelitian dapat

141



menggunakan pendekatan metodologi alternatif seperti difference-in-
differences, regression discontinuity design, atau metode eksperimental untuk
mengidentifikasi hubungan kausal yang lebih kuat. Kelima, penelitian dapat
mengeksplorasi dimensi kualitas pertumbuhan ekonomi (inklusivitas,
keberlanjutan lingkungan) dan dimensi kesejahteraan yang lebih luas
(kesejahteraan subjektif, kebebasan, keamanan) untuk memberikan gambaran

yang lebih komprehensif tentang dampak desentralisasi fiskal.

Secara keseluruhan, implementasi saran-saran di atas diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang
inklusif di Provinsi Jawa Barat khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.
Komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, disertai dengan
koordinasi yang baik antar tingkat pemerintahan dan partisipasi aktif

masyarakat, merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan tersebut.
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